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Kata Pengantar

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG ini tidak terlepas dari dukungan kuat dari pimpinan
IAKN TARUTUNG terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Perhatian tersebut merupakan
indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada

lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat dari pimpinan IAKN TARUTUNG tersebut, telah menjadi pemicu semangat
pengelola PJM dan tim penyusun untuk berupaya keras mewujudkan dokumen untuk mendukung
implementasi Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG. Standar Kompetensi Lulusan
dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya serta pihak terkait telah bekerja keras untuk menyusun
dokumen, sehingga saat ini telah tersusun 100 dokumen mutu | Standar Pembelajaran FIPK IAKN
TARUTUNG.

Tersusunnya dokumen pendukunhg Standar Pembelajaran FIPK SPMI IAKN TARUTUNG ini telah
mendapat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima
kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor IAKN TARUTUNG, Bapak/lIbu Tim
penyusun dokumen Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG, dan staf PJM yang telah
memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud.
Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan PJM yang telah melakukan
banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen Standar Pembelajaran FIPK IAKN
TARUTUNG. Berkat bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan tim

penyusun dokumen, serta pemangku kepentinganan maka dokumen ini dapat diwujudkan

Silangkitang, Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung

Andar G. Pasaribu
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STANDAR ISI| PEMBELAJARAN

Landasan Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

7. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. Pasal

8-9



Pasal 1

Kedalaman Isi Pembelajaran

(1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan

materi Pembelajaran.

(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

(3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister,
magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan

hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Materi Pembelajaran

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada

deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut: a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum,

pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;



b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan

keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian

khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu;

f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori

dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi

keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.



A

Bab 2

VMTS

Visi FIPK

Terwujudnya Fakultas IImu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada

tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan

Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

. Missi FIPK

Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas
Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat
keagamaan.

Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk
pengembangan IImu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen,
Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.

Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan
perkembangan llmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup
masyarakat dengan luaran jurnal, HaKl dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan
penelitian.

Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan
Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

Tujuan FIPK

Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang
berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada
jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan Web of
Science serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak
positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan
kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika
FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi
bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi
semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

Pihak Terkait Pengguna



1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. Kketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM ) atau unit-unit lainnya

4. Dosen dan tenaga kependidikan

E. Strategi Pencapaian VMTS

1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan
efektif (good university governance)

2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika

3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga
Kependidikan

4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan
teknologi Informasi dan perubahan zaman

5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul

6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian,
dan PkM

7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
publikasi

8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian

9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma

10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional

11) Meningkatkan akreditasi Program Studi

12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan
efektif (good university governance)

14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika

15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga
Kependidikan

16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan
teknologi Informasi dan perubahan zaman

17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul

18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian,
dan PkM

19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
publikasi

20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian

21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma

22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional

Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
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BAB 3

Standar Proses Pembelajaran

Landasan Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BeritaNegara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
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7. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. Pasal

10- 20

Pasal 1

Standar Proses Pembelajaran

(1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan
Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (2)

Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. karakteristik proses Pembelajaran;

b. perencanaan proses Pembelajaran;

c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan

d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 2

Karakteristik Proses Pembelajaran

(1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf
a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
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(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian
pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara

mahasiswa dan Dosen.

(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran
mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi

keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui

pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

(5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah
sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah

ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

(6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian
pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan

kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan

Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

13



(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik

dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan
interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.

(10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 3

Rencana Pembelajaran

(1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf
b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester

(RPS) atau istilah lain.

(2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok

keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

(3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

14



a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester,

nama Dosen pengampu;

b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi

capaian pembelajaran lulusan;

d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

e. metode Pembelajaran;

f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;

g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 4

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

(1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf ¢
berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam

lingkungan belajar tertentu.
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(2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran

Semester

(RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada

Standar Penelitian.

(4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa

wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

Kurikuler /Akademik di Luar Perkuliahan

(1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan

terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

(2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode
Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai
kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan.

(3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk
pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,

Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek,

16



Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk

Pembelajaran.

(5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. kuliah;

b. responsi dan tutorial;

C. seminar;

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;

e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;

f. pelatihan militer;

g. pertukaran pelajar;

h. magang;

i. wirausaha; dan/atau

j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

(6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat
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(5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan
diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister

terapan, program spesialis, program doktor, dan program doctor terapan.

(7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka
pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan

kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.

(8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program

pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.

(9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 6

Bentuk Pembelajaran di Luar PS

(1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di

dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
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(2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;

b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;

c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan

d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

(3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
huruf ¢, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi
dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui

mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

(4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau

Pemimpin Perguruan Tinggi.

(5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

(6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar

bidang kesehatan.
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Pasal 7

Beban Belajar Mahasiswa

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d,

dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16

(enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat

menyelenggarakan semester antara.

(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:

a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;

b. beban belajar mahasiswa paling banyak 23 Satuan Kredit Semester(SKS) per semester ;

dan

c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah

ditetapkan.

(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling
sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester

antara.
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Pasal 8

Masa Belajar

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

1) paling lama 6 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 143 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;

2) Beban SKS untuk IKT ( Insturmen Kompetensi Tambahan ) 4 sks

3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan

kurang dari batas maksimum .

Pasal 9

Pemenuhan masa dan beban Belajar

(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program

sarjana terapan sebagaimana dimaksud d dapat dilaksanakan dengan cara:

1) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi
sesuai masa dan beban belajar; atau

2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian
masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program

Studi .

(2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam

proses Pembelajaran
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(3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses

Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan
Pembelajaran di dalam Program Studi;
2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester

merupakan

Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2

(dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:

1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda;
dan/atau

3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Bentuk Pembelajaran

(1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa

kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per

semester; dan
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c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa

seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai

dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

(4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian,
perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang,
wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per

minggu per semester.

Pasal 11

Mahasiswa Berprestasi

(1) Beban belajar mahasiswa program sarjana telah pertama dapat mengambil maksimum

24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,5 (tiga kom0

lima ) dan memenuhi etika akademik.
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(5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma

lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 12

Kelulusan

(1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban
belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh
Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00

(dua koma nol nol).

(2) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat

memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

24



a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan
3,00 (tiga koma nol nol);

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai Indeks prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai
dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

(3) Kelulusan mahasiswa, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan
pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga

koma lima nol);

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai
dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

(4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

a. ijazah, bagi lulusan sarjana

b. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program
Studinya;

c. gelar;dan
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d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang- undangan.

(5) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh
Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah

Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
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Bab 5

STANDAR TENAGA PENGAJAR DALAM PEMBELAJARAN

Landasan Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 28-32
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Pasal 1

Sandar Dosen

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan
kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 2

Kualifikasi Dosen

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kekmampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan

paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat

pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

(4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik

paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

(5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan
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diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah

setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.

(6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik

paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

(7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi

dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister

atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

(9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen
bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara

dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister
atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling

sedikit 2 (dua) tahun.

(11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman
kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8

(delapan) KKNI.

(12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik

lulusan doctor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
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(13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program

Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

(14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan
doktor,atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman

kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(15) Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik
lulusan doctor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat
enggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi

setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan

b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah
menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau
jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok

pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.

(16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8
(delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9
(sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur
jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran

lampau.

30



Pasal 3

Penghitungan Beban Kerja Dosen

(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:

a. kegiatan pokok dosen mencakup:

1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;

2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;

3. pembimbingan dan pelatihan;

4. Penelitian; dan

5. Pengabdian kepada Masyarakat.

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

(@]

. kegiatan penunjang.

(2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimanadinyatakan pada ayat (1) huruf a
disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas

tambahan.

(3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka
penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang

setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

(4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen

dan mahasiswa.
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(5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4

Jenis

(1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai
pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan

kerja atau satuan pendidikan lain.

(3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari

jumlah seluruh dosen.

(4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap

Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.

(5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki

2 (dua) orang profesor.

(6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen

dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:

a. karya monumental yang digunakan oleh industry atau masyarakat; atau

b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

32



(7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu

yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 5

Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program
diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan

fungsinya.

(2) Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.

(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

(4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
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Bab 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Landasan Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 33-39
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Pasal 1

Kriteria Sarana Prasarana

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan
prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 2

Spesifikasi Sarana dan Prasarana

(1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit terdiri atas:

a. perabot;

b. peralatan pendidikan;

c. media pendidikan;

d. buku, buku elektronik, dan repositori;

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;

f. instrumentasi eksperimen;

g. sarana olahraga;

h. sarana berkesenian;
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i. sarana fasilitas umum;

j. bahan habis pakai; dan

k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana
sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin

terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 3

Standar Prasarana

(1) Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

a. lahan;

b. ruang kelas;

C. perpustakaan;

d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

e. tempat berolahraga;

f. ruang untuk berkesenian;

g. ruang unit kegiatan mahasiswa;

h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
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i. ruang Dosen;

j. ruang tata usaha; dan

k. fasilitas umum.

(2) Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan

e. data.

Pasal 4

Lahan

(1) Lahan sebagaimana berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat

untuk menunjang proses pembelajaran.

(2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:

a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai

bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau

b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara
sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai

bagi Perguruan Tinggi Swasta.
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Pasal 5

Penetapan Kriteria Prasarana

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal

terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Bangunan PT

(1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

(2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai

dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

(3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang

menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
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Pasal 7

Jangkauan Prasarana

(1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh

mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;

b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;

c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor

di lingkungan kampus;

d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk

peta/denah timbul;dan

e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

(3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus

ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

39



Bab 6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Landasan Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

7. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. Pasal

40-41
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Pasal 1

Kriteria Minimal

(1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada

tingkat Program Studi.

(2) Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan,
standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 2

Unit Pengelola

(1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan

Perguruan Tinggi.

(2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud wajib:

a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap

mata kuliah;
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b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan;

melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan
budaya mutu yang baik;

melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan
hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan
informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu

pembelajaran.

(3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:

a.

menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan
Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam
melaksanakan program Pembelajaran;

menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program
pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam
melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran
yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi

dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
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e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,
penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen;
danmenyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan
program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan

Tinggi.

Bab 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Landasan Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

7. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. Pasal

42-44

Pasal 1

Kriteria Pembiayaan

(1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan.

(2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan

Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

(3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan

pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.

44



(4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

(5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per
mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan

Tinggi.

(6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri

ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

a. jenis Program Studi;
b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah.

(7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja (RAPB)Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh

mahasiswa.

Pasal 2

Pencatatan Biaya

Perguruan Tinggi wajib:

a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;

b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan

rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
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c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada

setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 3

Sumber Pembiayaan

(1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib
mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan

yang diperoleh dari mahasiswa.

(2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:

a. hibah;

b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

(3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam

menggalang sumber

dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
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BAB 8
PENUTUP
Demikian lah buku pedoman Dosen ini diperbuat untuk dipergunakan
seperlunya. Buku pedoman ini dibuat untuk menjadi landasan dan dasar kerja dan
motivasi tenaga kependidikan . Buku Pedoman ini merupakan arahan dan bimbingan
bagi tenaga kependidikan . Buku pedoman ini berpijakan pada buku dan peraturan
pemerintah tentang PNS, ASN dan tenaga kependidikan .

Silangkitang 13 Juli 2022
Dekan FIPK IAKN Tarutung

Andar Gunawan Pasaribu
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